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AbstrakPerkembangan pendidikan non formal yang begitu pesat ternyata belum diimbangi oleh kualitaslembaga-lembaga tersebut dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Kualitaspengelolaan program pendidikan non formal sangat ditentukan oleh pencapaian standarpenyelenggaraan kegiatan pada lembaga pendidikan non formal. Untuk dapat mewujudkantujuan dari pendidikan nasional, lembaga pendidikan non formal harus memiliki tata kerja danprosedur yang berlaku untuk dapat menyelenggarakan pendidikannya. Hal ini memiliki tujuanagar pendidikan non formal menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang tidak sempatmengenyam pendidikan formal dapat belajar seperti layaknya pendidikan formal. Selain itu jugatata kerja dan prosedur yang jelas akan mempermudah jalannya kehidupan lembaga pendidikannonformal tersebut. Tulisan ini menggunakan metode berupa kajian teori mengenai prosedurdan tata kerja dalam penyelenggaraan pendidikan non formal. Teori-teori yang dikemukakandalam tulisan ini adalah teori mengenai pendidikan non formal, ditambah teori mengenaiprosedur dan tata kerja secara umum serta penjelasan secara khusus mengenai prosedur dantata kerja pada lembaga pendidikan non formal.

Kata Kunci: pendidikan non formal, prosedur, tata kerja
PROCEDURE AND WORKING PROCEDURE OF NON-FORMAL EDUCATION

Abstract
The rapid development of non-formal education has not been matched by the quality of these
institutions in providing education services to the community. The quality of the management of
non-formal education programs is largely determined by the achievement of standards for the
implementation of activities in non-formal education institutions. To be able to realize the goals of
national education, non-formal education institutions must have work procedures and procedures
in place to be able to organize their education. This aims to make non-formal education one
alternative for people who do not have the opportunity to get formal education to learn like formal
education. In addition, clear work procedures and procedures will facilitate the life of the non-
formal educational institution. This paper uses a method in the form of a theoretical study of work
procedures and procedures in the administration of non-formal education. The theories put
forward in this paper are theories about non-formal education, plus theories about procedures and
work procedures in general as well as specific explanations about procedures and work procedures
in non-formal education institutions.
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PENDAHULUANMenurut Undang – Undang SistemPendidikan Nasional  Nomor 20 Tahun 2003pasal 1 dan 3 bahwa “pendidikan adalah
usaha sadar dan terencana untukmewujudkan suasana belajar dan prosespembelajaran agar peserta didik secara aktifmengembangkan potensi dirinya untuk
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memiliki kekuatan spiritual keagamaan,pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,dan akhlak mulia, serta keterampilan yangdiperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dannegara.” Pendidikan nasional memiliki fungsimengembangkan kemampuan danmembantuk watak serta perdaban bangsayang bermartabat dalam rangkamencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuanuntuk berkembangnya potensi peserta didikagar menjadi manusia yang beriman danbertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,berkakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,kreatif, mandiri, menjadi warga negara yangdemokratis dan bertanggung jawab.Berdasarkan hal tersebut dapat diketahuibahwa pendidikan diharapakan dapatmenjadi tonggak perubahan bagi setiapwarga negara, oleh karena itu pemerintahmendirikan berbagai bentuk pendidikanagara setiap warga negara mempunyai hakyang sama dalam merasakan pendidikan.Salah satu jenis pendidikan yang didirikanoleh pemerintah yakni pendidikan nonformal. Pendidikan non formal didirikanbertujuan agar setiap elemen masyarakatdapat mengasah potensi dan bakat yangdimilikimya secara utuh melalui berbagaipelatihan yang disediakan didalam lembagapendidikan non formal.Untuk dapat meuwujudkan tujuan daripendidikan nasional, lembaga pendidikannon formal harus memiliki tata kerja danprosedur yang berlaku untuk dapatmenyelenggarakan pendidikannya. Hal inimemiliki tujuan agar pendidikan non formalmenjadi salah satu alternatif bagi masyarakatyang tidak sempat mengenyam pendidikanformal dapat belajar seperti layaknyapendidikan formal. Selain itu juga tata kerjadan prosedur yang jelas akan mempermudahjalannya kehidupan lembaga pendidikannonformal tersebut.Fenomena perkembangan pendidikanmasyarakat (non formal) yang banyakbermunculan seperti kursus-kursus, pondokpesantren, PKBM, Kejar Paket A, B, dan C danlembaga pelatihan di tengah masyarakatsepertinya membawa harapan baru bagimasyarakat untuk mendapatkanpengetahuan, keterampilan yang relevan bagidunia kerja dan begitu juga dengan pengelola.Perkembangan pendidikan non formal yangbegitu pesat ternyata belum diimbangi oleh

kualitas lembaga-lembaga tersebut dalammemberikan layanan pendidikan kepadamasyarakat. Banyak terjadi, lembaga-lembaga tersebut hanya sekedar nama yangterdaftar secara resmi namun dalamkenyataannya tidak ada kegiatan yangdilakukan dalam rangka memberikanpendidikan kepada masyarakat.Pengelolaan program pendidikan nonformal sangat ditentukan oleh keterlibatanstakeholder yang saling berkerjasama dalammencapai tujuan yang diharapkan yang padatitik akhir adalah terakreditasinya lembagapendidikan non formal. Kualitas pengelolaanprogram pendidikan non formal sangatditentukan oleh pencapaian standarpenyelenggaraan kegiatan pada lembagapendidikan non formal. DirektoratPembinaan Pendidikan Masyarakat (2010)mengartikan standar adalah kriteria minimalyang ditentukan untuk menjadi tolok ukurpenyelenggaraan kegiatan. Upaya untukmencapai standar minimal yang telahditetapkan adalah dengan memiliki danmelaksanakan pedoman tata kerja bagi setiaplembaga pendidikan non formal.Tata Kerja  berfungsi untuk memfasilitasidan mendukung pencapaian misi lembaga.Tata kerja dibuat agar tidak terjadi tumpangtindih di dalam pencapaian tujuan lembaga.Selain itu tata kerja juga membantu anggotadalam memberikan pemahaman mengenaijabatan dan tugas dari jabatan tersebut. Tatakerja memberikan banyak bantuan dalampenggapaian struktur organisasi yangdiharapkan dan dapat pula memberikanpengetahuan perihal kebutuhan dari sebuahorganisasi. Tata kerja juga bisa memberikansebuah penggambaran atau deskripsi darikonsep organisasi. Dapat pula sebagai
diagnoser sebuah organisasi.
METODE(15%)Tulisan ini menggunakan metode berupakajian teori mengenai prosedur dan tata kerjadalam penyelenggaraan pendidikan nonformal. Teori merupakan penjelasan kejadiansosial atau fenomena dalam perumusan antarvariabel yang dihubungkan secara sistematisdari serangkaian definsi, konstruk, konsep,asumsi dan proporsisi. Dalam teoriterkandung beberapa hal sebagai berikut,yaitu:
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1) Konsep-konsep yang berkaitandirangkai dalam satu proposisi.2) Penentuan hubungan antar konsepsecara sistematis untuk menjelaskanfenomena.3) Penentuan konsep mana yangberkaitan dengan konsep tertentuuntuk menjelaskan fenomena tertentu.Teori-teori yang dikemukakan dalamtulisan ini adalah teori mengenai pendidikannon formal, ditambah teori mengenaiprosedur dan tata kerja secara umum sertapenjelasan secara khusus mengenai prosedurdan tata kerja pada lembaga pendidikan nonformal. Teori-teori tersebut dirangkum dandicari benang merahnya sehingga dapatdikemukakan pembahasan mengenaiprosedur dan tata kerja pendidikan nonformal.
HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN (70%)Dalam suatu sistem pekerjaan pastiterdapat suatu susunan mengenai hal-halyang harus dikerjakan dalam suatu lembaga,dan susunan tersebut dapat disebut dengantata kerja. Secara arti kata, Tata Kerja berasaldari kata “Tata” dan “Kerja”. Tata memilikiarti sekumpulan atau seperangkat cara dankerja memiliki arti kegiatan melakukansesuatu. Menurut Sedarmayanti (2001:134)tata kerja adalah cara-cara pelaksanaan kerjayang seefisien mungkin atas sesuatu tugasdengan mengingat segi-segi tujuan, peralatan,fasilitas, tenaga kerja, waktu, ruang dan biayayang tersedia sedangkan Prosedur Kerjaadalah rangkaian tata kerja yang berkaitansatu sama lain sehingga menunjukkan adanyasuatu urutan tahap demi tahap serta jalanyang harus ditempuh dalam rangkapenyelesaian sesuatu bidang tugas.Sementara sistem kerja adalah suatu jaringankerja yang terdiri atas bermacam- macamprosedur yang merupakan kesatuan yangbulat yang tampak dalam operasi pekerjaan.(Warsidi, 2000:35). Jadi dapat diketahuibahwa tata kerja berarti sekumpulan caradalam melakukan suatu kegiatan tertentusehingga tata kerja adalah berbagai caradalam melaksanakan kerja supaya efektif danefesien mengenai sesuatu pekerjaan denganmempertimbangkan tujuan, fasilitas, tenagakerja, waktu dan lain-lain. Jadi dapat

diketahui bahwa istilah tata kerja sendirisering digunakan untuk melakukan penataanterhadap hal – hal yang perlu dilakukan demitercapainya suatu tujuan lembaga, hal – halyang ditata atau disusun dapat meliputiaspek–aspek yang menjadi pendukungkeberlangsungan tujuan suatu lembagaseperti sumber daya yang tersedia, fasilitas,waktu, dan lain sebagainya.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesiakata ‘Prosedur’ memiliki arti sebagai tahapkegiatan untuk menyelesaikan suatuaktivitas, dan atau sebagai metode langkahdemi langkah secara pasti dalammemecahkan suatu masalah. Selain itu jugaprosedur merupakan suatu tahapan dalamtata kerja yang harus dilakukan oleh suatupekerjaan baik asal pekerjaan dan tujuanakhir dari pekerjaan itu sendiri, kapan harusselesai dan memakai peralatan apa saja dankepada siapa saja kita berhubungan.Berdasarkan dari hal tersebut, prosedurdapat disimpulkan sebagai suatu tahapanatau langkah–langkah dalam tata kerja yangharus dilakukan demi terlaksananya tujuanberdasarkan aspek–aspek yang telahditetapkan.Tata kerja berkaitan dengan SOP atauStandar Operasional Prosedur. SOP adalahdokumen yang berkaitan dengan proseduryang dilakukan secara kronologis untukmenyelesaikan suatu pekerjaan yangbertujuan untuk memperoleh hasil kerja yangpaling efektif dari para pekerja dengan biayayang serendah-rendahnya. SOP terdiri darimanfaat, kapan dibuat atau direvisi, metodepenulisan prosedur, serta dilengkapi olehbagan flowchart di bagian akhit. SOP adalahsistem yang disusun untuk memudahkan,merapihkan dan menertibkan pekerjaan.Sistem ini berisi urutan proses melakukanpekerjaan dari awal sampai akhir. (Laksmidan Budiantoro, 2008:52).Menurut Hartatik (2014:30-35), tujuanpembuatan SOP adalah untuk menjelaskanperincian atau standar yang tetap mengenaiaktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yangdiselenggarakan dalam suatu organisasi. SOPyang baik adalah SOP yang mampumenjadikan arus kerja yang lebih baik,menjadi panduan untuk anggota baru,penghematan biaya, memudahkanpengawasan, serta mengakibatkan koordinasi
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yang baik antara bagian-bagian di dalamorganisasi. Sementara fungsi SOP adalahsebagai berikut:1) Memperlancar tugas petugas/pegawaiatau tim/unit kerja.2) Sebagai dasar hukum bila terjadipenyimpangan.3) Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak.4) Mengarahkan petugas/pegawai untuksama-sama disiplin dalam bekerja.5) Sebagai pedoman dalam melaksanakanpekerjaan rutin.
SOP atau yang sering disebut sebagaiprosedur tetap (protap) adalah penetapantertulis mengenai apa yang harus dilakukan,kapan, dimana dan oleh siapa dan dibuatuntuk menghindari terjadinya variasi dalamproses pelaksanaan kegiatan oleh pegawaiyang akan mengganggu kinerja organisasisecara keseluruhan. Berdasarkan PermenpanNo.PER/21/M-PAN/11/2008 SOP memilikimanfaat bagi organisasi antara lain:1) Sebagai standarisasi cara yangdilakukan pegawai dalammenyelesaikan pekerjaan khusus,mengurangi kesalahan dan kelalaian.2) SOP membantu staf menjadi lebihmandiri dan tidak tergantung padaintervensi manajemen, sehingga akanmengurangi keterlibatan pimpinandalam pelaksanaan proses sehari-hari.3) Meningkatkan akuntabilitas denganmendokumentasikan tanggung jawabkhusus dalam melaksanakan tugas.4) Menciptakan ukuran standar kinerjayang akan memberikan pegawai. carakonkret untuk memperbaiki kinerjaserta membantu mengevaluasi usahayang telah dilakukan.5) Menciptakan bahan-bahan trainingyang dapat membantu pegawai baruuntuk cepat melakukan tugasnya.6) Menunjukkan kinerja bahwa organisasiefisien dan dikelola dengan baik.

7) Menyediakan pedoman bagi setiappegawai di unit pelayanan dalammelaksanakan pemberian pelayanansehari-hari.8) Menghindari tumpang tindihpelaksanaan tugas pemberianpelayanan.9) Membantu penelusuran terhadapkesalahan-kesalahan prosedural dalammemberikan pelayanan. Menjaminproses pelayanan tetap berjalan dalamberbagai situasi.
Pada dasarnya pendidikan sebagai sebuahorganisasi yang harus dikelola sedemikianrupa agar aktivitas pelaksanaan programpendidikan dapat berjalan secara efektif,efisien, dan produktif untuk mencapai tujuanyang diinginkan. Sejalan dengan hal tersebut,Ara Hidayat dan Imam Machali (2012: 60).menjelaskan tujuan dan manfaat organisasipendidikan antara lain:1) Mengatasi keterbatasan kemampuan,kemauan, dan sumber daya yangdimiliki dalam mencapai tujuanpendidikan.2) Terciptanya efektifitas dan efisiensiorganisasi dalam rangka mencapaitujuan pendidikan.3) Dapat menjadi wadah pengembanganpotensi dan spesialisasi yang dimiliki.4) Menjadi tempat pengembangan ilmupengetahuan, dan lain sebagainya.
Telah banyak pakar dan praktisipendidikan memberikan definisi tentangkonsep pendidikan non formal ataupendidikan masyarakat. Sudjana (1989: 29)mengemukakan pengertian formal dengansetiap kegiatan yang terorganisir dansistematis di luar sistem persekolahan yangmapan, dilakukan secara mandiri ataumerupakan bagian penting dari kegiatan yanglebih luas yang sengaja dilakukan untukmelayani peserta didik tertentu di dalammencapai tujuan belajarnya. Pendidikan nonformal diberikan untuk menjamin hak akseske pendidikan untuk semua. Pendidikan nonformal melayani orangorang dari segala usia,tetapi tidak selalu menerapkan strukturpendidikan dengan jalur terus-menerus;
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durasi mungkin pendek dan / atau intensitasrendah, dan biasanya diberikan dalam bentukkursus singkat, lokakarya atau seminar.(Tudor, 2013). Pendidikan non formalsebagian besar mengarah pada kualifikasiyang tidak diakui sebagai kualifikasi formaloleh otoritas pendidikan nasional yangrelevan atau tidak ada kualifikasi sama sekali.Pendidikan non formal mengacu padapendidikan yang dilaksanakan di luar sistemsekolah formal (Hoppers, 2006).Pendidikan non formal sering digunakansecara bergantian dengan istilah-istilahseperti pendidikan masyarakat, pendidikanorang dewasa, pendidikan seumur hidup danpendidikan kesempatan kedua (Brennan,1997). Ini mengacu pada berbagaiinisiatif pendidikan di masyarakat, mulai daripembelajaran berbasis rumah hingga skemapemerintah dan inisiatif masyarakat. Karenapendidikan non-formal beragam, unsur inimemiliki banyak aspek yang sama denganunsur-unsur lain, khususnya konseppembelajaran seumur hidup. Untukkeperluan pedoman ini, elemen ini berfokuspada pendidikan nonformal untuk anak-anakdan remaja di luar sistem sekolah reguler.Pendidikan non-formal dapat menjadipersiapan, pelengkap atau alternatif yangsangat baik (jika perlu) untuksekolah formal untuk semua anak (Eshach,2007; Ivanova, 2016).Merujuk pada Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005pasal 1 bahwa definisi pendidikan non formaladalah jalur pendidikan di luar pendidikanformal yang dapat dilaksanakan secaraterstruktur dan berjenjang. Artinya bahwapendidikan non formal memiliki suatukebijakan–kebijakan mengenaipenyelenggaraan dan tata kelola dan tatakerja dalam menjalankan pendidikan nonformal yang terstruktur dan berjenjangtersebut. Terkait tentang kebijakan–kebijakan tersebut, hal ini telah diatur dalamPeraturan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007tentang Standar Pengelolaan Penddikan olehSatuan Pendidikan Non Formal yang dimanaberisi tentang pembahasan mengenai tatakelola dan tata kerja satuan pendidikan nonformal. Tata kelola dan tata kerja yang

disajikan dalam Permendiknas RI Nomor 49Tahun 2007 tersebut berisi mengenai:1) Perencanaan Program;2) Pelaksanaan Rencana Kerja;3) Pengawasan dan Evaluasi;4) Kepemimpinan Pendidikan NonFormal;5) Sistem Informasi Manajemen.
Dalam perencanaan program pendidikannon formal setiap satuan pendidikan harusmemiliki tujuan yang diharapkan dalampenyelenggaraan pendidikan nonformal,tujuan ini terwujud dalam:1) Visi satuan pendidikan non formal yangmemiliki ciri:a) Harus dijadikan sebagai cita–citabersama oleh segenap pihak yangberkepentingan pada masa yangakan datang;b) Mampu memberikan inspirasi,motivasi, dan kekuatan pada wargasatuan pendidikan non formal dansegenap pihak yang berkepentingan;c) Dirumuskan berdasarkan masukandari warga satuana pendidikan nonformal dan pihak yangberkepentingan, selaras dengan visipendidikan nasional;d) Diputuskan oleh pengelola dan/ataupenyelenggara pendidikan nonformal dengan memperhatikanmasukan dari berbagai pihak;e) Disosialisasikan kepada segenappihak yang berkepentingan;f) Ditinjau dan dirumuskan kembalisecara berkala sesuai denganperkembangan masyarakat.2) Misi satuan pendidikan non formalyang bercirikan:a) Memberikan arah dalammewujudkan visi satuan pendidikannon formal sesuai dengan tujuanpendidikan nasional;b) Merupakan kegiatan yang akandilakukan dalam kurun waktutertentu;c) Menjadi dasar penentuan sasaran,program, dan kegiatan pokok satuanpendidikan non formal;
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d) Menekankan pada mutu layananpeserta didik dan mutu lulusan yangdiharapkan oleh satuan pendidikannon formal;e) Memuat pernyataan umum dankhusus yang berkaitan denganprogram satuan pendidikan nonformal;f) Memberikan keluwesan dan ruanggerak pengembangan kegiatan padapenyelenggara satuan pendidikannon formal;g) Diputuskan oleh pengelola dan/ataupenyelenggara pendidikan nonformal dengan memperhatikanmasukan dari berbagai pihak;h) Disosialisasikan kepada segenappihak yang berkepentingan;i) Ditinjau dan dirumuskan kembalisecara berkala sesuai denganperkembangan ilmu pengetahuandan teknologi serta kebutuhanmasyarakat.3) Tujuan Satuan Pendidikan Non Formalyang perlu memenuhi hal-hal berikut:a) Menggambarkan pencapaian tingkatmutu yang seharusnya dicapaidalam program pembelajaran;b) Mengacu pada visi, misi, dan tujuanpendidikan nasional serta relevandengan kebutuhan pemberdayaanmasyarakat;c) Diputuskan oleh pengelola dan/ataupenyelenggara pendidikan nonformal dengan memperhatikanmasukan dari berbagai pihak;d) Disosialisasikan kepada segenappihak yang berkepentingan.4) Rencana Kerja Satuan Pendidikan NonFormal, rencana kerja satuanpendidikan non formal berisi tentang:a) rencana kerja menengah,menggambarkan tujuan yangseharusnya dicapai dalam rangkamendukung peningkatan mutululusan;b) rencana kerja tahunan, dinyatakandalam rencana kegiatan dananggaran satuan pendidikan nonformal berdasarkan rencana kerjajangka menengah.

Pelaksanaan rencana kerja padapendidikan non formal berisikan mengenaipedoman-pedoman, keorganisasian,pelaksanaan kegiatan, peserta didik,kurikulum, pendidi dan tenaga kependidikan,sarana dan prasarana, pendanaan, sertaperan serta masyarakat dan kemitraan disatuan pendidikan non formal. Dari tiap-tiapaspek tersebut memiliki berbagai ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan rencana kerjapendidikan non formal. Yang dimanadiharapkan agar rencana kerja yang telah adadapat terlaksana dengan baik. Setiap satuanpendidikan non formal harus menyusunprogram pengawasan tentang pengelolaandan program yang diselenggarakan secaraobjektif, betanggung jawab, danberkelanjutan. Pengawasan pada satuanpendidikan non formal meliputi pemantauan,supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindaklanjut hasil pengawasan. Oleh karenanyapemantauan dan pengawasan ini dilakukanoleh pemerintah kabupaten/kota ataupunpihak-pihak yang terkait, pengawasan danevaluasi ini dilakukan supaya pengelola ataupenyelenggara satuan pendidikan non formaldapat melakukan perbaikan terhadaplembaga yang dikelolanya. Untuk mengelolasatuan pendidikan non formal diperlukannyapemimpin untuk menjalankan setiap rencanayang telah dibuat. Adapun tugas dari seorangpimpinan satuan pendidikan non formal,yakni:1) Menjabarkan visi ke dalam misi targetmutu2) Merumuskan tujuan dan target mutuyang akan dicapai3) Menganalisi peluang dan tantangan,kekuatan dan kelemahan satuanpendidikan non formal4) Memiliki rencana strategis danrencana kerja tahunan untukpelaksanaan mutu5) Bertanggung jawab dalam membuatkeputusan anggaran satuanpendidikan non formal6) Mengikutsertakan pihak – pihak yangberkepentingan dalam pengambilankeputusan penting7) Berkomunikasi dengan warga satuanpendidikan non formal danmasyarakat
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8) Menjaga dan meningkatkan motivasikerja pendidik dan tenagakependidikan dengan menggunakansistem pemberian penghargaan atasprestasi9) Menciptakan lingkungan yangkondusif bagi kegiatan pembelajaran10) Bertanggung jawab atas perencanaankegiatan pembelajaran yangpartisipatif11) Melaksanakan program supervisiuntuk meningkatkan kinerja danmutu satuan pendidikan non formal12) Memberikan teladan dan menjaganama baik lembaga, profesi, dankedudukan sesuai dengankepercayaan yang diberikannya13) Memfasilitasi pengembangan,penyebarluasan, dan pelaksanaan visisatuan pendidikan non formalkedalam program pembelajaran.Sistem informasi manajemen diperlukandalam satuan pendidikan non formal karenadiharapkan adanya komunikasi antar sekolahdengan warga sekolah, sekolah denganmasyarakat ataupun sekolah denganpemerintah terkait. Dalam hal ini satuanpendidikan non formal harus melakukanbeberapa hal guna memaksimalkan informasiyang akan disampaikan, yakni dengan :1) Mengelola sistem informasimanajemen yang memadai untukmendukung pengelolaan pendidikanyang efektif, efesien dan akuntabel2) Menyediakan fasilitas informasiefesien, efektif, dan mudah diakses3) Mentapkan petugas untukmengumpulkan, menerima, mengolah,menyediakan data, dan memberikanlayanan informasi.
Dengan demikian, penyelenggaraanprogram pendidikan pada satuan pendidikannon formal terdiri dari beberapa pedomandan prosedur yaitu:1) Mempertimbangkan visi, misi, dantujuan satuan pendidikan nonformal2) Ditinjau dan dirumuskan kembalisecara berkala sesuai denganperkembangan masyarakat3) Pengelolaan satuan pendidikannonformal meliputi; kurikulum,

kalender pendidikan, strukturorganisasi, pembagian tugas diantarapendidik dan tenaga pendidik,peraturan pembelajaran, tata tertib,dan biaya operasional.4) Pendidikan non formal dievaluasisecara berkala sesuai kebutuhan.
SIMPULANTata kerja berarti sekumpulan cara dalammelakukan suatu kegiatan tertentu. prosedurdapat disimpulkan sebagai suatu tahapanatau langkah–langkah dalam tata kerja yangharus dilakukan demi terlaksananya tujuanberdasarkan aspek–aspek yang telahditetapkan. Tata kelola atau tata kerja yangdisajikan dalam Permendiknas RI Nomor 49Tahun 2007 tersebut berisi mengenai: (a)Perencanaan Program; (b) PelaksanaanRencana Kerja; (c) Pengawasan dan Evaluasi;(d) Kepemimpinan Pendidikan Non Formal;dan  (e) Sistem Informasi Manajemen.Pendidikan non formal terdiri daribeberapa pedoman dan prosedur yaitu:(1)Mempertimbangkan visi, misi, dan tujuansatuan pendidikan nonformal, (2) Ditinjaudan dirumuskan kembali secara berkalasesuai dengan perkembangan masyarakat,(3) Pengelolaan satuan pendidikan nonformalmeliputi; kurikulim, kalender pendidikan,struktur organisasi, pembagian tugasdiantara pendidik dan tenaga pendidik,peraturan pembelajaran, tata tertib, danbiaya operasional, (4) Pendidikan non formaldievaluasi secara berkala sesuaikebutuhan.prosedur kerja pendidikan nonformal bagi lanjut usia terdiri dari;perencanaan dan persiapan, dan sosialisasi.
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